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ABSTRACT 
 
Serdang Bedagai Regency is one of the areas in North Sumatera Province 
which has the area of 1,900.22 km
2
, consisting of 17 subdistricts and 243 villages 
with the population of 602,522. It is one of village rice barns in North Sumatera 
Province, and its rice production is increasing each year and has the potency for 
developing agribusiness, but in 2015 it decreased because agricultural land area 
became less and less. In 2010 it was 41,057 hectares, but in the period of 2011-
2015 it decreased drastically to 38,502 hectares which decreased 2,555 hectares 
or 16% within 5 years; this was because it was shifted its function to residential 
or industrial land. The research problems were whether there was the 
acceleration of agricultural land transfer to residential land, how about the 
impact of agricultural land transfer to residential land, and how about the role of 
Government in coping with the acceleration of agricultural land transfer to 
residential land in Serdang Bedagai Regency.  
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1.  PENDAHULUAN 
    Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan 
pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh swasta membawa 
konsekuensi pada pemerintah untuk menyediakan lahan bagi kegiatan tersebut, 
sementara lahan yang tersedia bersifat terbatas. Keadaan ini memaksa pemerintah 
untuk melakukan pengambil alihan tanah rakyat. 
    Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian terjadi secara meluas sejalan 
dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek 
pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal 
maupun luar negeri dalam penyediaan tanah.
1
 
    Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan 
menjadikan lahan – lahan pertanian berkurang diberbagai daerah. Lahan yang 
semakin sempit semakin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan 
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industri.Petani lebih memilih bekerja di sektor informal daripada bertahan di 
sektor pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan 
petani cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan.
2
 
    Pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan 
non pertanian oleh karena mengharapakan keuntungan lebih. Secara ekonomis 
lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di 
lokasi yang berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih 
fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para 
petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga 
akan menimbulkan masalah sosial yang pelik.  
    Alih fungsi tanah yang semula untuk pertanian menjadi tanah non 
pertanian adalah faktor utama dari semakin sedikitnya tanah pertanian. Selain 
berkurangnya lahan untuk pertanian, dalam arti untuk menghasilkan bahan–bahan 
pangan dan menyediakan lapangan pekerjaan sebagai fungsi utama dari tanah  
pertanian tersebut, maka dapat diartikan pula semakin berkurangnya tanah yang 
subur akibat pada rusaknya sistem ekositem yaitu sebagai penyerap/penampung 
air hujan, pencegah banjir dan erosi dan pelindung atas lingkungan. Semakin 
seringnya banjir dan tanah longsor adalah salah satu akibat yang disebabkan 
semakin bertambahnya tanah kritis, baik itu karena pengalihfungsi tanah pertanian 
menjadi non pertanian ataupun penatagunaan tanah yang tidak tepat dan 
bertentangan dengan Undang – Undang Tentang Penataan Ruang. 
    Perumahan atau pemukiman juga merupakan salah satu kebutuhan pokok 
manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar (UUD) 1945 
dan Pasal 28 UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan 
oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan 
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga 
merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu 
kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya 
peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian 
bangsa. 
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    Pengertian perumahan atau pemukiman sendiri menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman adalah 
Perumahan adalah Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan 
Permukiman adalah  bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan”. 3 
    Pengambilan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum, kadang 
mencederai masyarakat, karena pemanfaatan tanah yang diambil oleh pemerintah 
tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung melahirkan kesengsaraan 
masyarakat bekas pemegang hak. Tidak jarang dengan dalih kepentingan umum, 
tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kepentingan umum 
tersebut.  Demikian juga tidak jarang pengambil alihan tanah ini akan menyisakan 
permasalahan hukum.  
    Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, yakni pertama, dilakukan dengan cara biasa, yakni melalui 
jual beli, tukar menukar, dan lain-lain, kedua, dilakukan dengan melalui lembaga 
pengadaan tanah dan, ketiga dilakukan melalui lembaga pencabutan hak atas 
tanah.   
    Seperti telah disebut diatas, gencarnya perubahan fungsi tanah ini bukan 
hanya karena peraturan perundang – undangan yang tidak efektif, baik itu dari 
segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya 
yang tidak didukung oleh pemerintah itu sendiri sebagai pejabat yang berwenang 
memberikan izin perubahan fungsi suatu tanah. 
    Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi semua kalangan, terutama 
pembuat kebijakan tata guna tanah. Seperti halnya telah disebutkan dalam UUPA 
sebagai peraturan induk dari Hukum Agraria Nasional. Bahwa atas dasar Hak 
Menguasai Negara maka pemerintah membuat rencana umum tentang persediaan, 
peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 
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yang terkandung didalamnya dalam rangka sosialisme Indonesia dan bertujuan 
untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. 4 
    Selain dipengaruhi oleh keadaan tanah, perubahan fungsi tanah juga 
dipengaruhi oleh banyak faktor lain terutama perkembangan ekonomi dan sosial. 
Untuk mengontrol perubahan fungsi tanah tersebut, salah satunya adalah dengan 
cara pengaturan Fatwa Tata Guna Tanah. Pada masa pemerintahan Orde Lama, 
hal ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 2 tahun 1968 
tentang Fatwa Tata Guna Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 
tentang penatagunaan tanah.  
    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Penatagunaan Tanah pasal 17 ayat (1) disebutkan Pemanfaatan tanah dapat 
ditingkatkan apabila tidak mengubah pemanfaatannya. Penatagunaan tanah selain 
dalam kerangka sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat, juga harus 
memperhatikan kewajiban pemeliharaan tanah dalam arti menjaga dan menambah 
kesuburannya, serta mencegahnya dari kerusakan sebagaimana telah ditentukan 
oleh Undang – undang Pokok Agraria pasal 15 menyebutkan , Memeliharan tanah 
termaksud menambah keseburannya serta mencegah kerusakannya adalah 
kewajiban tiap – tiap orang, bahkan hukum atau instansi yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis 
lemah.  
    Dan Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup pasal 18 ayat (1) mengatakan setiap usaha dan/atau kegiatan 
yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin 
melakukan usaha dan/atau kegiatan.   
    Ditentukan bahwa pada asasnya perubahan tata guna tanah harus disertai 
dengan fatwa tata guna tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang.Fatwa ini merupakan penilaian tehnis objektif dan merupakan salah 
satu bahan pertimbangan dalam mengusulkan penyelesaian permohonan suatu hak 
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atas tanah dan pemberian izin perubahan penggunaan tanah. Isinya terdiri dari 
keadaan penggunaan tanahnya, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan 
pengaruhnya terhadap daerah sekitarnya, rencana induk dan denah perusahaan, 
aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan aspek asas – asas tata guna tanah.5 
    Dalam hal alih fungsi tanah Pertanian menjadi tanah perumahan 
disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan akan 
pembangunan perumahan dan pemukiman setiap tahunnya meningkat, yaitu 
karena : Tingginya tingkat kelahiran anak, tidak terbendungnya arus urbanisasi ke 
daerah perkotaan, adanya minat, untuk memeliki rumah yang berlebihan dan lain 
sebagainya, terjadi alih fungsi dari penggunaan rumah itu sendiri. Contoh : rumah 
digunakan untuk kantor, untuk sarang burung walet, dan lain – lain. 6 
    Kabupaten Serdang Bedagai sebagai daerah otonom dibentuk melalui 
Undang -  Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Toba 
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara, dimana 
mempunyai luas wilayah 1.900.22 km
2 
terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 
desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 602.522 jiwa.  
    Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu lumbung beras di 
Propinsi Sumatera Utara, dimana produksi beras Kabupaten Serdang Bedagai dari 
tahun ke tahun terus meningkat dan berpotensi besar untuk mengembangkan 
usaha di bidang pertanian, tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan 
luas tanah pertanian semakin berkurang.  
    Di tahun 2010 luas tanah pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai 
mencapai 41.057 hekatar, dan pada tahun berikutnya 2011 – 2015 luas tanah 
pertanian semakin menurun drastis yaitu 38.502 hektar, 
7
 dimana antara tahun 
2011-2015 tanah pertanian berkurang 2.555 hektar atau berkurang 16% dalam 
kurung waktu 5 tahun, dimana penggunaan tanah pertanian berkurang karena di 
alihfungsikan untuk perumahan dan industri.  
Perumusan masalah penelitian ini adalah : 
 1.   Mengapa terjadi percepatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah 
perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai 
                                                          
5
   Abdurrahman, Beberapa aspekta tentang hukum agraria, jakarta 1983, hal 68.  
6
   Affan Mukti,  Pokok-pokok  bahasan Hukum Agraria, USU press, 2006, hal 109 
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 2.  Dampak apa saja yang ditimbulkan dari Alih Fungsi Tanah Pertanian 
Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai 
 3.   Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi percepatan Alih Fungsi 
tanah Pertanian menjadi tanah perumahan di Kabupaten Serdang 
Bedagai? 
     Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1.   Untuk mengetahui mengapa begitu cepat terjadi alih fungsi tanah 
pertanian menjadi tanah perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai, 
2.   Untuk Mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari alih Fungsi 
tanah pertanian menjadi tanah perumahan 
3.   Untuk mengetahui dan menganalis peranan pemerintah kabupaten 
Serdang Bedagai dalam mengatasi terjadinya percepatan terhadap alih 
fungsi tanah pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai. 
II. Metode Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yang diterapkan 
adalah memakai penelitian Normatif. Sumber data yang dipergunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari : 
1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari : 
a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Alih Fungsi Tanah 
dan Perlindungan Lahan Pertanian 
b. Teori hukum Tentang Tanah. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan 
hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, 
tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya 
yang relevan dengan peneltian ini. 
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan 
hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan 
hukum sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa 
Indonesia. Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan (field research) 
dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang tidak diperoleh dalam 
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penelitian kepustakaan dan data primer untuk mendukung analisis 
permasalahan yang telah dirumuskan. 
Adapun untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang 
diteliti dan dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif maka 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan penelitian kepustakaan (library research).  
Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data 
yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah 
terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian 
ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. 
Dengan menggunakan metode dedukatif ditarik suatu kesimpulan dari data yang 
telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian. 
III.Hasil Penelitian dan Pembahasan 
   Alih fungsi lahan juga biasa disebut dengan konversi lahan. Alih fungsi 
lahan atau konversi lahan merupakan kegiatan yang berkaitan tentang kegiatan di 
dalam sektor pertanian. Alih fungsi lahan adalah dirubahnya fungsi lahan yang 
telah di rencanakan baik itu sebagian maupun seluruh kawasan lahan dari fungsi 
semula menjadi fungsi yang lain dan biasanya di alih fungsikan ke sektor 
pembangunan. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai berubahnya guna 
lahan awal yang telah dialih fungsikan ke guna lahan lain yang telah di 
rencanakan oleh pihak-pihak tertentu yang bersangkutan dengan pengalih 
fungsian lahan tersebut. 
   Alih fungsi lahan cenderung menjadi masalah (bersifat negatif) di dalam 
sektor pertanian, akan tetapi masih banyak lahan pertanian yang di alih fungsikan 
karena tekanan ekonomi pada masa – masa krisis ekonomi atau rendahnya hasil 
jual di bidang pertanian menyebabkan banyak petani yang menjual aset lahannya 
yang berupa perkebunan atau persawahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya alih fungsi lahan 
pertanian dan makin meningkatkan penguasaan – penguasaan lahan pada pihak – 
pihak yang memiliki modal tinggi.
8
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    Luas kawasan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2011 
adalah 12.907 Ha dan pada tahun 2015 luas kawasan perumahan adalah 14.250 
Ha. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa luas kawasan perumahan terus meningkat 
yaitu dengan penambahan luas mencapai 1.343 Ha dan dominan yang di alih 
fungsikan menjadi tanah perumahan adalah tanah sawah dikarenakan tanah sawah 
memiliki bidang tanah yang datar dan relatif lebih murah dan pada umumnya 
tanah sawah sering berdampingan dengan kawasan pemukiman. 
9
 
    Luas lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Serdang Bedagai 
adalah 45% (70,160 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang 
terdiri atas pertanian sawah (41,057 Ha) dan luas tanah pertanian kering adalah 
29,103 HA termaksud tanaman palawija, ubi kayu, dan lain sebagainya.
10
 
    Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah yang memberikan 
kontribusi terbesar tanaman padi sawah, pada tahun 2011 Kabupaten Serdang 
Bedagai menghasilkan beras 334,675 ton dan pada tahun 2015 kabupaten Serdang 
Bedagai mengalami penurunan sebesar 302.000 ton. Kabupaten Simalungun 
merupakan penghasil beras terbesar di Sumatera Utara sebesar 339,675 ton. 
11
  
    Di Kabupaten Serdang Bedagai, sektor – sektor pertanian tanaman pangan 
yang menjadi andalan adalah padi sawah di samping palawija yaitu jagung, ubi 
kayu. Tiga kecamatan yang mempunyai luasan terbesar untuk menanami jenis 
tanaman tersebut adalah Kecamatan Sei Bamban, Perbaungan dan Pantai Cermin. 
    Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu lumbung beras di 
Propinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2011 menghasilkan beras sebanyak 
334,675 ton dengan luas areal sawah 40.598  HA, tetapi di tahun 2015 mengalami 
penurunan yaitu 302.000 ton dengan luas areal sawah 39.191 HA dikarenakan 
luas tanah pertanian semakin berkurang karena di alih fungsikan.  
    Alih fungsi tanah pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku akan berpotensi mengancam ketahanan pangan. Mestinya alih fungsi, 
terutama lahan tanaman pangan tidak pernah dilakukan. Ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, PP No 1 Tahun 2011, Perda Propinsi 
                                                          
9
    Wawancara dengan bapak Ari Wardhana. Kepala Seksi Tata Ruang Perumahan dan 
Pemukiman.   
10
    Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai,  
11
    Badan Pusat Statistik  Sumatera Utara 
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Sumatera Utara No 3 tahun 2015, Perda Kabupaten Serdang Bedagai No 1 Tahun 
2015 sebagai aturan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi. Jika dengan 
sangat terpaksa harus dilakukan alih fungsi lahan mestinya ada upaya pencegahan 
seperti pemberian insentif bagi pemilik sawah, perlindungan terhadap komoditas 
pertanian, dan pembatasan izin alih fungsi.  
    Alih fungsi tanah pertanian merupakan kegiatan perubahan peggunaan 
tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah 
muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. 
Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan 
pembangunan telah merubah strukur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus 
menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat di Kabupaten Serdang 
Bedagai berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran yang pada 
tahun 2011 jumlah perusahaan sektor industri yang terdaftar ada sebanyak 856 
perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 4.608 orang dan pada tahun 2015 
meningkat yaitu sebanyak 938 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 5.129 
orang. Selain untuk memenuhi kebutuhan  industri, alih fungsi tanah pertanian 
juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan  perumahan yang jumlahnya 
jauh lebih besar. Alih fungsi tanah pertanian merupakan fenomena yang tidak 
dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah 
dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian 
menjadi tanah non pertanian.  
    Dalam rangka dilakukannya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non 
pertanian para pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonannya 
melalui mekanisme perijinan. Mekanisme tersebut terbagi dalam dua jalur yaitu 
dapat melalui ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian. Perbedaan dari dua mekanisme tersebut adalah terletak pada luasnya 
tanah yang dimohon, apabila luas tanah pertanian yang dimohonkan  perubahan 
penggunaannya ke tanah non pertanian kurang dari 10.000 M
2
 maka ijin yang 
diperlukan adalah  ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, 
sedangkan apabila lebih dari 10.000 M
2
 maka ijin yang diperlukan adalah ijin 
lokasi.
12
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    Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian di Serdang Bedagai 
cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan 
perkembangan struktur perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari 
akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi 
terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya 
juga beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor.  
Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu 
lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin 
kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong 
meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga 
harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya 
dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.
13
 Bahwa pelaku 
pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan 
terbentuknya lahan-lahan  terlantar yang tidak produktif  yang secara umum 
rentan terhadap proses alih fungsi lahan.
14
 Alih fungsi lahan sebagian besar untuk 
kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik. Bahwa lahan pertanian 
yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah, Hal tersebut disebabkan 
oleh :   
a. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem 
dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan 
agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga 
lebih inggi.  
b. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah 
perkotaan.   
c. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah 
persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering  
d. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan 
sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar.
15
 
                                                          
13
  Irawan B, Konversi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negatif bagi Ketahanan 
Pangan dan Lingkungan , IPB, 2005 
14
 Wibowo S.C, Analisis Pola Konversi Sawah serta Dampaknya terhadap produksi 
beras. Badan Pengkajian Teknologi pertanian. Bandar lampung.  1996 , Hal 76 
15
   Winoto, J. Kebijakan Pengendalian alih fungsi tanah pertanian dan Implementasinya, 
Rineka Cipta, Jakarta 2005, hal 105 
PARLINDUNGAN SIANIPAR |11 
 
    Proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang 
terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting yang 
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:  
 1. Faktor Eksternal.   
Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan  
perkotaan, demografi maupun ekonomi.  
 2. Faktor Internal.   
Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi    
rumah tangga pertanian pengguna lahan.  
 3.  Faktor Kebijakan.   
Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. 
16
 Dalam 
hal ini regulasi peraturan yang dikeluarkan Kabupaten Serdang Bedagai 
masih bisa dihindari, karena dengan alasan pengiringan. 
    Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait 
dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan 
yang dilarang dikonversi. Diketahui faktor penyebab alih fungsi dari sisi eksternal 
dan internal petani, yakni tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi. Hal tersebut 
menyebabkan banyak petani menjual asetnya berupa sawah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang berdampak meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan 
makin meningkatkan penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal.
17
  Di 
Indonesia alih fungsi lahan yang paling banyak dilakukan adalah pada tanah 
Sawah tadah hujan yaitu 319 ribu Ha. Faktor lain penyebab alih fungsi lahan 
pertanian terutama ditentukan oleh :  
 a.  Rendahnya nilai sewa tanah (land rent) lahan sawah yang berada 
disekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa tanah 
untuk pemukiman dan industri.  
 b.  Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan – peraturan yang 
dibuat dan tidak tegas oleh lembaga terkait.  
                                                          
16
  Lestari T, Dampak Konversi Lahan Pertanian bagi Taraf Hidup Masyarakat, Bandung 
: Penerbit Mandar Maju, 2009 Hal 92  
17
  Ilham dkk, Perkembangan dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan 
Sawah SertabDampak Ekonominya, IPB Press Bogor 2003 hal 90 
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 c.   Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar 
pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kelestarian 
(sustainability) sumber daya alam di era otonomi. 
18
 
    Dengan adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan perkembangan alih fungsi lahan 
pertanian semakin luas. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena jumlah lahan pertanian di 
Negara kita terbatas, sementara jumlah produksi pangan setiap tahunnya dituntut untuk lebih 
tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada. Jika permintaan pangan 
tersebut tidak bisa dipenuhi biasanya pemerintah akan mengambil jalan melalui kebijakan 
impor beras, Sedangkan pada masa dahulu Indonesia lah yang mengekspor beras.  
    Alih fungsi lahan  sawah tidak terlepas dari situasi ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa sektor ekonomi tumbuh dengan 
cepat sehingga sektor tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas. Lahan sawah 
yang terletak dekat dengan sumber ekonomi akan mengalami pergeseran 
penggunaan kebentuk lain seperti pemukiman, industri manufaktur dan fasilitas 
infrastruktur.  Hal ini terjadi karena land rent persatuan luas yang diperoleh dari 
aktivitas baru lebih tinggi daripada yang dihasilkan sawah. Land rent adalah 
penerimaan bersih yang diterima dari sumber daya lahan atau hasil bersih 
dikurangi dengan biaya. 
    Hubungan antara nilai land rent dan alokasi sumber daya lahan diantara 
berbagai kompetisi penggunaan sektor komersial dan strategis, mempunyai 
hubungan yang erat. Sektor tersebut berada pada kawasan strategis dengan land 
rent yang tinggi, sebaliknya sektor yang kurang mempunyai nilai komersial nilai 
rentnya semakin kecil. Economic rent sama dengan surplus ekonomi yang  
merupakan kelebihan nilai produksi total diatas biaya total.  Suatu lahan sekurang 
– kurangnya memiliki empat jenis rent, yaitu:   
 a. Ricardian rent, menyangkut fungsi dan sifat kualitas tanah. Berdasarkan 
kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai 
penggunaan aktivitas, seperti kesesuaiannya untuk jenis tanaman yang 
akan ditanam.  
 b. Locational rent, menyangkut lokasi lahan yaitu nilai lahan sehubungan 
dengan sifat dan lokasi relative dari lahan.  
                                                          
18
  Wicaksono, Opcit hal 21 
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 c. Ecological rent, menyangkut fungsi ekologi lahan yaitu merupakan fungsi 
tanah untuk mencegah erosi, banjir dan mempertahankan kesuburannya. 
 d. Sosiological rent, menyangkut fungsi sosial dari lahan. Yaitu tanah 
merupakan mempunyai fungsi social, penggunaan tanah harus disesuaikan 
dengan keadaannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 
    Jumlah lahan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai sendiri cenderung 
menurun dari tahun ke tahun akibat adanya alih fungsi tanah menjadi non 
pertanian. Alih fungsi atau konversi lahan didefinisikan sebagai berubahnya 
fungsi awal lahan menjadi fungsi lainnya baik dari sebagian maupun keseluruhan 
lahan akibat adanya faktor – faktor tertentu. Faktor pendorong terjadinya alih 
fungsi tanah pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai adalah
19
: 
 a. Pertumbuhan Penduduk. 
    Dengan jumlah daratan yang tetap, namun jumlah penduduk yang terus 
meningkat, hal ini dapat kita lihat dari jumlah penduduk yang terus meningkat 
setiap tahunnya yaitu Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 
2011 berjumlah 594.383 jiwa dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 602.522 
jiwa.
20
 Hal ini tentu dapat menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan tempat 
tinggal mereka. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi 
lahan non pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup yang juga meningkat. 
 b. Kebutuhan Masyarakat Untuk Pemukiman. 
    Seiring pertumbuhan penduduknya yang juga meningkat tentu saja juga 
menuntut kebutuhan – kebutuhan dasar termaksud tempat tinggal, dapat dilihat 
dari jumlah penduduk per rumah tangga yaitu pada tahun 2011 berjumlah 146.009 
rumah tangga dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 150,543 rumah tangga.
21
 
Ketika lahan di daerah permukiman sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan yang 
diminta, maka konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan menjadi 
pilihan sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut. 
 c. Mahalnya Biaya Penyelenggaraan Pertanian. 
    Untuk mengolah sawah atau lahan pertanian dari lapisan tanah agar 
mendapatkan hasil yang optimal tentu saja membutuhkan modal yang tidak 
                                                          
19
   Wawancara dengan Bapak Ari Wardhana Opcit 
20
   Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai.  
21
   Ibid Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai.  
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sedikit, belum lagi jika barang – barang pertanian tersebut mengalami kenaikan 
seperti pada saat naik harga bahan bakar minyak, maka harganya bisa melambung 
menjadi dua kali lipat. Kenaikan harga pupuk, benih pertanian, biaya irigasi, 
hingga sewa tenaga petani membuat para pemilik sawah mempertimbangkan 
untuk menjual sawah mereka atau mengalihfungsi lahan menjadi bangunan atau 
tempat wirausaha.  
  d. Tidak Stabilnya Harga Pertanian 
     Selain membutuhkan modal yang lumayan, para petani juga harus siap 
menerima resiko lain, yakni hasil penen yang tidak baik atau bahkan gagal panen. 
Dimana harga jual produk pertaniannya menjadi sangat rendah atau malah tidak 
laku dipasaran. Jika hal itu terjadi maka petani akan menderita kerugian yang 
tidak sedikit pula. Tantangan lain ialah adanya penurunan harga pertaniannya 
karena faktor – faktor tertentu.  
 e. Kurangnya Minat Generasi Muda dalam mengelola Lahan pertanian 
    Anggapan masyarakat, khususnya generasi muda mengenai faktor 
pertanian masih belum populer. Para pemuda khusunya di daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai, misalnya ketika ditanya mengenai cita – cita mereka, maka 
hampir bisa dipastikan akan menyebutkan berbagai profesi lain selain menjadi 
petani. Meski tidak sedikit juga masyarakat yang telah menjadi petani sukses, 
namun profesi petani saat ini memang masih sering dianggap sebagai profesi yang 
berada pada kelas menengah kebawah, sehingga cenderung dihindari oleh 
generasi muda. Dan sebagai akibatnya, para orang tua yang mempunyai sawah 
atau lahan pertanian akan menjual lahannya kepada orang lain. Sedangkan bagi 
mereka yang mewariskan kepada anaknya yang tidak berminat mengelola sawah, 
maka besar kemungkinan lahan tersebut akan mengalami alih fungsi.  
 f. Pergantian ke Sektor Yang Dianggap Lebih Menjanjikan.  
    Seiring berkembangnya pengetahuan, teknologi serta bertambahnya 
wawasana para pemilik lahan pertanian, maka tidak sedikit dari meeka yang 
sengaja mengalihfungsikan lahan pertanian ke sektor usaha lain. Dengan harapan 
perekonomian dapat semakin meningkat , mereka mulai mendirkan tempat – 
tempat industri, peternakan, serta tempat usaha lain di atas lahan pertaniannya.  
 7. Lemahnya Regulasi Pengendalian alih fungsi lahan. 
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    Yakni ketidaktegasan peraturan pemerintah maupun pejabat mengenai 
pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut diantaranya meliputi kekuatan 
hukum, ketegasan, penegak hukum dan sanksi pelanggaran.
22
 
    Dalam mengatasi percepatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah 
perumahan,  Kabupaten Serdang Bedagai melakukan upaya pencegahan dengan  
cara sebagai berikut :
23
 
 1. Dengan membatasi peralihan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah 
perumahan agar luas wilayah pertanian tetap terjaga luasnya, sehingga 
swasembada pangan dapat dipertahankan. 
 2. Dengan membuat irigasi air pada  sawah yang tadah hujan.  
 3. Mengoptimalkan tanah pertanian darat untuk perumahan, sehingga tanah 
sawah tidak di alih fungsikan  
 4. menetapkan zonasi daerah yang dapat di alih fungsikan dan yang tidak 
dapat di alih fungsikan,.       
    Dalam rangka alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan 
peraturan yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya yaitu : 
1.  Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
    Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk 
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan 
pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara 
berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif 
kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.  
    Kabupaten Serdang Bedagai sebagai daerah agraris telah memberikan 
kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional sekaligus menjadi mata 
pencaharian pokok dan sumber penyediaan lapangan pekerjaan. Semakin 
meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri 
mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan 
pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin 
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah.  
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Peraturan ini bertujuan untuk melindungi : 
 a. Mempertahankan luas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi 
 b. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai 
ketahanan pangan di daerah. 
 c. Melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan 
pertanian beririgasi dan tidak beririgasi 
 d. Meningkatkan kesejahteraan petani dan 
 e. Mempertahankan keseimbangan ekosistem. 
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. 
   Penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk 
menjadikan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, nyaman, produktif 
dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi pertanian dan 
kelautan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapat tujuan tersebut harus 
melakukan kebijakan sebagai berikut : 
 a. Pengoptimalan posisi strategis wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 
terhadap pesatnya perkembangan wilayah sendiri. 
 b. Pengembangan lahan untuk kegiatan perkotaan dan permukiman. 
 c. Peningkatan produktivitas wilayah melalui dukungan sumber daya alam 
yang berkelanjutan. 
 d. Peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk 
mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah mitigasi bencana.  
    Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebenarnya sudah sangat baik dalam 
mengatur tata ruang wilayahnya, untuk mencapai tujuan dan peraturan daerah ini 
maka harus mendapat dukungan dari peraturan-peraturan yang lain yang sesuai 
dengan tujuannya. Untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam undang-undang 
ini maka peran serta dari pemerintah selaku pemangku kebijakan serta masyarakat 
sebagai penyelenggara pembangunan perumahan. Salah satu pemohon hak untuk 
membangun perumahan harus benar-benar menjalankannya sesuai dengan aturan 
yang ada. Masyarakat serta pemerintah Serdang Bedagai harus senantiasa 
menjaga amanah dari peraturan daerah guna membangun dan memajukan 
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kabupaten Serdang Bedagai. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang kuat antara 
pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Serdang Bedagai.  
    Karena perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan RTRW akan 
merubah segala pemetaan yang telah ada mengakibatkan dampak yang sangat 
buruk. Berikut beberapa dampak alih fungsi tanah pertanian : 
 1. Menurunnya Produksi Pangan Nasional. 
    Akibat lahan pertanian yang semakin sempit, maka hasil produksi juga 
akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit 
tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya 
sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru 
semakin berkurang.  
 2. Mengancam Keseimbangan Ekosistem 
    Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau 
lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. 
Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang – binatang 
tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman 
warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan 
dengan baik sehingga mengurangi resiko Penyebab Banjir saat musim penghujan.  
 3. Sarana Prasarana Pertanian Menjadi Tidak Terpakai. 
    Untuk membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah telah 
menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam 
sistem pengairan misalnya, akan banyak kita jumpai proyek – proyek berbagai 
jenis-jenis Irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, 
membangun drainase, serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian. 
Sehiingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana dan prasarana 
tersebut menjadi tidak terpakai lagi. 
 4. Banyak Buruh Tani Kehilangan Pekerjaan 
    Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian 
melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang 
butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin 
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sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata 
pencaharian mereka. 
 5. Harga Pangan Semakin Mahal 
    Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun tentu saja bahan-bahan 
pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan 
dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedangan untuk 
memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-haraga 
pangan tersebut menjadi mahal. 
    Di Kabupaten Serdang Bedagai Alih fungsi tanah pertanian juga 
menimbulkan dampak negatif lain yang kurang menguntungkan. Dampak negatif 
tersebut antara lain : 
24
 
 1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, 
yang mengganggu tercapainya swasembada pangan dan timbulnya 
kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari 
sektor pertanian ke non pertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap 
seluruhnya akan meningkatkan angka pengangguran.   
 2.  Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan 
menjadi tidak optimal pemanfaatannya.  
 3.  Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan 
maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan 
perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah 
diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya 
juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah. 
    Pemerintah sudah berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi alih fungsi 
lahan, tetapi, Persoalan alih fungsi lahan, tidak semata-mata tanggung jawab 
pengembang. Pasalnya, pengembang tidak dapat membangun proyek perumahan 
tanpa adanya izin dari pemerintah daerah. Alih fungsi lahan ini selalu mengikuti 
perkembangan wilayah. Jadi, alih fungsi lahan sebenarnya dilakukan pemerintah 
untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang 
pengembangan kawasannya. Pemerintah mengeluarkan izin pembangunan 
perumahan karena membutuhkan PAD untuk pembangunan daerahnya. Harusnya 
                                                          
24
   Wawancara dengan Bapak Fathruzi SP, Opcit  
PARLINDUNGAN SIANIPAR |19 
 
pemerintah menegaskan komitmennya dalam RTRW yang dibuat secara merata. 
Dengan hanya memfokuskan pembangunan pada wilayah tertentu maka ada 
kesenjangan akibat perkembangan daerah yang tak merata. Akibatnya, daerah 
yang perkembangannya pesat akan lebih cepat terjadi alih fungsi lahan dan miskin 
kawasan pertanian. Sebaliknya, di wilayah tertentu justru menjadi tidak 
berkembang.
25
 
     Pemerintah mendorong pembangunan rumah, hal ini sekaligus menekan 
alih fungsi lahan. Pasalnya, semakin banyak rumah tapak yang dibangun, semakin 
besar juga kebutuhan lahannya. Padahal, lahan di perkotaan semakin sedikit dan 
mahal. Pemenuhan kebutuhan rumah di perkotaan rumusnya adalah vertical. 
Kalau tidak, kota pasti menjadi melebar.  
Dalam permohonan tersebut kita harus memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memenuhi persyaratan 
permohonan alih fungsi pertanian ke non pertanian tersebut, maka pihak Kantor 
Pertanahan akan melakukan pemeriksaan dan peninjauan langsung ke lapangan, 
setelah itu melakukan rapat kepanitiaan yang sebelumnya telah dibentuk untuk 
proses alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian tersebut, serta yang akhirnya 
akan memberikan keputusan yang berisi di izinkan atau tidaknya proses peralihan 
tanah pertanian ke non pertanian tersebut. Perizinan yang dilakukan dan diproses 
di Kantor Pertanahan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan 
generasi mendatang, yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa tidak bisa 
mengalih fungsikan tanah pertanian ke non pertanian tanpa melewati prosedur 
yang telah ditentukan, dan  prosesnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan. Karena 
semakin menurunnya luas tanah pertanian di Indonesia khususnya di Kabupaten 
Serdang Bedagai. 
    Dalam hal ini peran PPAT dalam hal ini yaitu tidak dapat memberikan 
Akta Peralihan hak yang diminta oleh para pihak apabila tanah yang akan dijual 
merupakan tanah pertanian dan pembelinya adalah bertempat tinggal di luar 
kecamatan letak tanah (absente) dan menolak mengurus pemecahan bidang tanah 
pertanian yang kurang dari 2 Hektar dan juga menolak apabila tanah pertanian 
akan di alihfungsikan menjadi perumahan melalui pengkaplingan tanah.   
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IV. Kesimpulan dan Saran. 
 A. Kesimpulan 
1. Terjadinya percepatan alih fungsi tanah pertanian disebakan karna Pemerintah 
terkesan membiarkan alih fungsi tanah pertanian, pertumbuhan penduduk, 
kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, mahalnya biaya penyelenggara 
pertanian, tidak stabilnya harga pertanian, kurangnya minat generasi muda 
dalam mengelola lahan pertanian, pergantian ke sector yang dianggap lebih 
menjanjikan, lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan, rendahnya 
nilai sewa tanah, lemahnya peraturan-peraturan yang dibuat dan tidak tegas 
oleh lembaga terkait.  
2. Dampak alih fungsi lahan pertanian antara lain berkurangnya lahan pertanian, 
menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, 
sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, banyak buruh tani 
kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, tingginya angka 
urbanisasi 
3. Peranan Pemerintah dalam mengatasi percepatan alih fungsi tanah pertanian 
yaitu pemerintah kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Perda Nomor 1 
tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan Perda 
Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, peran Badan 
Pertanahan Nasional dengan menerapkan syarat-syarat izin perubahan 
penggunaan tanah apabila ada bidang tanah pertanian yang akan dipecah atau 
dipisah atau dialihkan haknya kepada perusahaan/badan hukum.  
B. Saran  
1. Agar tidak terjadi percepatan alih fungsi tanah pertanian pada tanah terlantar 
dengan mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan 
perdagangan, membatasi konversi tanah pertanian yang produktif, menyerap 
tenaga kerja, mengarahkan konversi  pada tanah kurang produktif, membatasi 
luas konversi dengan mengacu pada penyediaan pangan mandiri di 
kabupaten, menetapkan kawasan pangan abadi dengan insentif bagi pemilik 
tanah dan pemda setempat.  
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2. Hendaknya obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses alih fungsi 
ditetapkan berdasarkan penetapan zonasi tanah pertanian yang tidak dapat 
dirubah walaupun tanah pertanian tersebut sudah dikeringkan saat ini objek 
yang dilindungi berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan 
tersebut relative mudah direkayasa, sehingga alih fungsi lahan dapat 
berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku, peraturan yang ada 
cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik 
yang menyangkut dimensi maupun yang dikenai sanksi. 
3. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang dalam proses pelaksanaan alih 
fungsi mempertimbangkan peraturan–peraturan yang melindungi lahan 
pertanian. Diharapkan juga Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berperan 
dalam hal peralihan hak atas tanah memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa pentingnya tanah pertanian untuk kebutuhan masyarakat 
sehingga apabila tidak terlalu mendesak untuk tidak menjual lahan pertanian.  
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